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Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil 
pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Kapuas, Kabuten Alor dan Kabupaten Maluku Tenggara pada 
Jum’at (27/7) pukul 16.00 WIB. Perkara yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. 
Kapuas nomor urut 2, yaitu Ir. HM. Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir H. Muhajirin, M.P teregisterasi dengan 
nomor perkara 70/PHP.BUP-XVI/2018. Sementara permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati 
Kab. Alor, dengan nomor urut  1, yaitu Dr. Imanuel Ekadianus Blegur,  M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., 
M.M. teregisterasi dengan nomor perkara 60/ PHP.BUP-XVI/2018. Selanjutnya permohonan pasangan calon 
bupati dan wakil bupati Kab. Maluku Tenggara, dengan nomor urut 2, yaitu Esebius Utha Safsafubun, S.Ip. 
dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I teregisterasi dengan nomor perkara 21/ PHP.BUP-XVI/2018.  
 
Para pemohon merasa bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Tahun 2018 di daerah masing-masing tidak sah. Para pemohon berpendapat bahwa dalam 
proses pemilu kada yang telah berlangsung di masing-masing daerah terdapat pelanggaran yang merugikan 
Pemohon.  
 
Pemohon perkara 70/PHP.BUP-XVI/2018 menguraikan pelanggaran yang terjadi dalam permohonannya, di 
antaranya adalah tidak memenuhi syaratnya Ben Ibrahim S. Bahat dalam proses penetapan calon bupati 
dan penyalahgunaan kewenangan jabatannya selaku petahana. Selain itu juga terjadi praktik politik uang 
yang terstruktur, sistematis, dan massif. 
 
Sementara Pemohon perkara 60/PHP.BUP-XVI/2018, menjelaskan pelanggaran yang terjadi adalah adanya 
penambahan suara pemilih secara signifikan, yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Pemohon 
menganggap bahwa lawannya tersebut selaku petahana juga menyalahgunakan kewenangannya dengan 
melakukan mutasi sehingga terjadi politisasi birokrasi. 
 
Selanjutnya Pemohon perkara 21/ PHP.BUP-XVI/2018 menganggap terdapat pemilih fiktif yang dijadikan 
sebagai suara sah bagi pasangan calon nomor urut 3 di beberapa kelurahan dan kecamatan di Maluku 
Tenggara. Selain itu juga Pemohon menganggap bahwa KPU Kab. Maluku Tenggara telah bekerja sama 
dengan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dalam mengubah jumlah suara sah.  
 
Dengan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU di masing-
masing daerah dan menetapkan Para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2018 (Fitri) 
 
 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
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www.mahkamahkonstitusi.go.id 
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